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WALIKOTA SERANG 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN  WALIKOTA  SERANG 
NOMOR  4  TAHUN  2019 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN 

DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, 
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  KOTA SERANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SERANG, 

Menimbang    : a. bahwa dengan ditetapkannya  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2014   tentang  Pedoman Tata Cara Penghitungan,  

Penganggaran   dalam   APBD, dan  Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik, Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 

2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Pilitik Kota Serang, perlu dilakukan 

perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Serang Nomor 40 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik Kota Serang; 

 

Mengingat ……. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4748); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5189); 

8. Undang-Undang …….. 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 

10. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4440);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

13. Peraturan …… 



- 4 - 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2014   tentang  Pedoman Tata Cara Penghitungan,  

Penganggaran   dalam   APBD, dan  Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014   tentang  

Pedoman Tata Cara Penghitungan,  Penganggaran   

dalam   APBD, dan  Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik; 

15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang 

Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Serang Nomor 15); 

16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014  Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang 74); 

 

 

 

17. Peraturan ……… 
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17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 13); 

 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan      : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, 

PENYALURAN, DAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK  KOTA SERANG. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota 

Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 40), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 12 

Penyaluran Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik 

dilaksanakan 1 (satu) kali  dalam 1 (satu) tahun oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah atas Persetujuan Walikota. 

 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti 

penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan 1 (satu) kali  dalam 1 (satu) 

tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui 

Pejabat Pengelola Keuangan daerah. 

Pasal II ………… 
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Pasal  II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang. 

 

 

      
 Ditetapkan  di  Serang  

 pada tanggal 14 Februari 2019 

WALIKOTA  SERANG, 
 

 

 Ttd 
 

SYAFRUDIN 

 
Diundangkan  di Serang 

pada tanggal  15 Februari 2019 

SEKRETARIS  DAERAH KOTA   SERANG 

 
 

 Ttd 

 
      Tb. URIP  HENUS 

 

 
BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR  4 

 

 


	WALIKOTA SERANG,

